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RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

bahwa guna tertib admimstrasi pembenan tambahan 
penghasilan PNS berdasarkan Kondisi Keqa Bagi Aparat 

igawas Internal Pemenntah Kabupaten Pacitan 
sesuai ketentuan Pasal 17 Peraturan Bupati Nomor 71 
Taiiun 2022 tentang Perabahan Atas Peraturan Bupati 
Nomor 221 Tahun 2021 tentang Pembenan Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negen Sipil di Lmgkup Pemenntah 
Daerah Kabupaten Pacitan, perlu mengatur Tambahan 
Penghasilan PNS berdasarkan Kondisi Keqa Bagi Aparat 
Pengawas Internal Pemenntah,

berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pembenan Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negen Sipil Berdasarkan Kondisi 
Kei]a Bagi Aparat Pengawas Internal Pemenntah 
Kabupaten Pacitan,
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Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5494),

iang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

iang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran 
Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negaia Nomor 5679),

3 Un iang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 
Kei]a (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6573),

4 Peraturan Pemenntah Nomor 46 Tahun 2011 tentang 
Pemlaian Prestasi Kerja Pegawai Negen Sipil (Lembaran

_________ Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121,
para_Kooixinas— nbahan Lembaran Negara Nomor 5258),
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5 Peraturan Pemermtah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 
Mtmajemen PNS (Lembaian Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemermtah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 
Pe rrubahan Atas Peraturan Pemermtah Nomor 11 Tahun 
2017 tentang Manajemen PNS (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 6477),

6 Peraturan Pemermtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Neraga 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42),

7 Peraturan Pemermtah Nomor 94 Tahun 2021 tentang 
Dî iplin Pegawai Negen Sipil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 6718),

8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kmerja Pegawai 
Negen,

9 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang 
Penetapan Kelas Jabatan di lmgkungan Instansi 
Pemenntah,

10 Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781),

11 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang 
Pemngkatan Prestasi Kerja Pegawai Negen Sipil 
Pemenntah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2013 Nomor 6) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 
20 l 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 
6 Tahun 2013 tentang Pemngkatan Prestasi Kerja 
Pegawai Negen Sipil Pemermtah Kabupaten Pacitan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2014 
Nomor 4),

12 Peiaturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 tentang 
Pembenan Tambahan Penghasilan Pegawai Negen Sipil
di
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JIACIT,

Lmgkup Pemermtah Daerah Kabupaten Pacitan
(Benta Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 
221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Bu pati Nomor 71 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 
Peiaturan Bupati Nomor 221 Tahun 2021 Pembenan 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negen Sipil di Lmgkup 
Pemenntah Daerah Kabupaten Pacitan (Benta Daerah 
Kabupaten Pacitan Tahun 2022 Nomor 71),

MEMUTUSKAN:

BAI:
ORAN BUPATI TENTANG PEMBER1AN  

IAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL  
ASARKAN KONDISI K E R JA  BAGI APARAT  
AWAS INTERNAL PEM ERINTAH KABUPATEN  
AN.



BAB I
KETENTUAN UMUM

«

Paraf Hi

Sekda

tokens
Kesra

Kabag

Hukum

P a sa l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan
1 Daerah adalah Kabupaten Pacitan
2 Pemenntah Daerah ac.alah Pemermtah Kabupaten Pacitan
3 Bupati adalah Bupati Pacitan
4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Lmgkup Pemenntah Daerah
5 Pegawai Negen Sipil yang selanjutnya dismgkat PNS adalah warga negara 

Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, dismgkat sebagai pegawai 
Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian 
untuk menduduki Jabatan pemermtahan

6 Inspektorat Daerah ac alah Inspektorat Daeiah Kabupaten Pacitan
7 Aparat Pengawas Internal Pemenntah yang selanjutnya dismgkat APIP 

adalah unit pengawas an lembaga Pemenntah
8 Tambahan Penghasilan PNS yang dismgkat TPP adalah tambahan 

penghasilan yang dibenkan kepada PNS berdasarkan pemlaian kmerja

BAB II
PEM BERIAN TPP BERDASARKAN KONDISI K E R JA  BAGI APIP

B a g ia n  K e sa tu  
P e n e n m a  TPP

P a s a l2

Penenma TPP berdasarkan kondisi kerja adalah APIP, yang terdin dan PNS di 
Lmgkup Inspektorat Daerah

B a g ia n  K ed u a
N ila i T PP B erd a sa rk a n  K o n d is i K e ija

P a sa l 3

TPP berdasakan kondisi keija bagi APIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
dibenkan dengan mlai sebagai benkut
a Inspektur sebesar Rp 900 000,00 (sembilan ratus nbu rupiah) per bulan, 
b Sekretans Inspektorat Daerah sebesar Rp 400 000,00 (empat ratur nbu 

rupiah) per bulan,
Inspektur Pembantu 
rupiah) per bulan,

d Jabatan Fungsional /hli Madya sebesar Rp 300 000,00 (tiga ratus nbu 
rupiah) per bulan,

e Kepala Sub Bagian Admmistrasi Umum dan Keuangan sebesar 
Rp 250 000,00 (dua ratus lima puluh nbu rupiah) per bulan,

f Jabatan Fungsional Ahli Muda sebesar Rp 250 000,00 (dua ratus lima 
puluh nbu rupiah) per bulan,

g Jabatan Fungsional Ahli Pertama sebesar Rp 200 000,00 (dua ratus nbu 
rupiah) per bulan,

h Jabatan Fungsional Pelaksana Lanjutan Rp 150 000,00 (seratus lima 
puluh nbu rupiah) per bulan, dan

l Jabatan Pelaksana Rp 100 000,00 (seratus nbu rupiah) per bulan

sebesar Rp 350 000,00 (tiga ratus lima puluh nbu
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